DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, JIl.Kebon Sirih:No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: 021-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Fax.: 021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id - E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Hasil Penyelesaian Pengaduan Kode Etik Jurnalistik
Atas
Pengaduan Sarahwati Subrata terhadap artikel Tabloid Femme

Dewan Pers menerima pengaduan dari Sarahwati Subrata, melalui kuasa hukumnya Bravo
Law Firm, tanggal 3 November 2012, atas berita Tabloid Femme berjudul: “Sisca Dewi, Artis,
Dilamar Adik Kandung Hatta Rajasa yang Beristeri” (edisi, 10 — 30 November-13 Desember
2012).

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada pengadu dan teradu
tanggal 30 Januari 2013 di Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi
tersebut, Dewan Pers menilai foto berita Tabloid Femme tidak akurat, tidak uji informasi
dan menghakimi. Kesalahan pemuatan foto ini melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik
(KEJ). Tabloid Femme telah memuat ralat pada edisi 12 Tahun IV dan Hak Jawab Sarahwati
Subrata pada Edisi 14 Tahun IV sebagai bentuk Itikad baik.

Pengadu dan teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut.

1. Dewan Pers merekomendasikan agar Tabloid Femme kembali memuat Hak Jawab
disertai foto pengadu dan permintaan maaf kepada pengadu dan pembaca. Selain itu,
berdasar Pasal 9. Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers tahun 2008, perusahaan pers
wajib memuat Hasil Penyelesaian Pengaduan Kode-Etik Jurnalistik ini.

2.” Kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak membawa ke

jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dipenuhi.

Demikian Hasil Penyelesaian Pengaduan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
Jakarta, 30 Januari 2013
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: Keputusan Dewan Pers ' .
Tentang Dugaan Wartawan Meminta Hak Istimewa Untuk E
Membeli Saham Penawaran Umum Perdana (IPO) Krakatau Steel

Setelah mengumpulkan informasi, keterangan dan penjelasan dari ‘berbagai- pihak; -
dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, Dewan Pers memutuskan beberapa hal
terkait dengan dugaan sejumlah wartawan meminta hak istimewa untuk membeli Saham _
Penawaran Umum Perdana (IPO) PT. Krakatau Steel. ' : ' -

Dewan Pers telah bertemu dengan beberapa media yang wartawannya diduga terlibat
dalam kasus ini untuk meminta bukti-bukti dan memberikan kesempatan kepada masing- -
masing media untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan internal” terhadap
wartawan bersangkutan; serta memberikan kesempatan kepada masing-masing media
untuk mengambil keputusan.. ' ] ' 8 T

Dewan Pers telah melakukan pemeriksaan silang dan klarifikasi terhadap pihak-pihak
yang terkait, antara lain, Metro TV, Harian. Seputar Indoresia, Harian Kompas,
detik.com, Henny Lestari (konsultan IPO PT. Krakatau Steel), dan Mandiri Sekuritas.
‘Dari pemeriksaan tersebut dan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, Dewan
Pers memutuskan sebagai berikut: L i S o
1. Terjadi pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan profesi vWart‘aWa'n karena ada
usaha yang dilakukan wartawan untuk mendapatkan saham perdana PT: Krakatay -
Steel dengan menggunakan profesi dan jaringannya sebagsi wartawan. . Tindakan
tersebut menimbulkan konflik kepentingan karena sebdgai wartawan yang meliput .
kegiatan di Bursa Efek Indonesia juga berusaha terlibat'dalam proses jual-beli saham

untuk kepentingan . pribadi, hal mana bertentangan déngan'Pas_aI ‘ '6”"‘Kode ' Etik LS

Jurnalistik. : e i e s e
2. Dewan Pers sejauh ini belum menemukan bukti-bukti kuat - adanya praktek -

pemerasan yang dilakukan wartawan terkait’dengan kasus pemberitaah IPO PT. o

Krakatau Steel. : L g T

- Terkait dengan nama-nama media ‘yang wartawannya " diduga ‘terlibat dalam kasus .~

- pembelian saham perdana PT Krakatau Steel, Dewan Pers ‘menyampaikan -hal-hal - .

sebagai berikut: ! e Cet e

1. Setelah ‘mendapatkan ‘informasi dari Dewan Pers, ‘detik.com. secara internal
melaksanakan proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap - wartawan detik com
yang diduga terlibat dalam kasus permintaan sejumlah wartawan untuk mendapatkan -
hak istimewa pembelian saham IPO PT. Krakatau Steel. Detik:com menemukan
adanya pelanggaran kode etik jurnalistik oleh wartawan tersebut, Yang bersangkutan
juga secara jujur telah mengakui terlibat dalam proses pembelian saham TPO PT..

Krakatau Steel dan dengan suka-rela mengundurkan diri dari detik.com, . * - -
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2. Harian Seputar Indonesia telah mengmmkan surat kepada Dewan PCIS yang
menyatakan bahwa wartawannya yang diduga terlibat dalam kasus yang sama telah
mengundurkan diri dari Seputar Indonesia sejak 10 November 2010. N

3. Dewan Pers telah menyampaikan informasi tentang dugaan kctcrhbat'm wartawan

Metro TV dalam kasus kasus dugaan pembelian saham IPO PT. Krakatau Steel oleh -

sejumlah wartawan. Meiro TV menyatakan membuka diri untuk mematuhkan sanksi -
yang sepatutnya kepada wartawannya jika yang bersangkutan terbukti melanggar
Kode Etik Jurnalistik ‘dalam kasus ini. Dewan Pers belum. dapat’ mengambil
kesimpulan tentang keterlibatan wartawan Metro TV ini dan miembutuhkan bukti-
bukti yang lebih kuat untuk mengambil kesimpulan, dengan tetap memegang asas
praduga tidak bersalah. Dewan Pers akan rnelanJutkan pemeriksaan, dan
menghimbau agar Metro TV secara internal juga melakukan penyehdlkan

4. Berdasarkan penyelidikan Dewan Pers ‘terhadap bukti-bukti yang ada, dan

berdasarkan hasil verifikasi, Dewan Pers memutuskan wartawan - Kompas telah

dengan sengaja berusaha menggunakan kedudukan dan posisinya sebagai wartawan, .
jaringannya sebagai wartawan, untuk meminta diberi kesempatan membeh saham’ = .
IPO PT. Krakatau Steel. Dewan Pers belum mengetahui secara. pasti- apakah. -

wartawan Kompas ini pada akhirnya membeli saham IPO PT. Krakatau Steel atau. .-

tidak, namun usaha-usaha yang dia lakukan untuk mendapatkan Jjatah ‘membeli " -
saham IPO PT. Krakatau Steel sudah dapat dikategorikan: sebagal tindakan yang- :
tidak profesional dan melanggar Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 6 yang
menyatakan: “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan. tidak -

menerima suap.” Selanjutnya, Dewan Pers memberi kesempatan kepada’ Manajemcn LT

Kompas untuk menjatuhkan sank51 yang sepatutnya kepada yang bersangkutan

Dewan Pers mengharga1 51kap profesional dan niat baxk dettk com, Kompas MetroT vV

dan Seputar Indonesia dalam proses penyelesaian kasus ini. Dewan Pers. menghxmbaui RSN
agar segenap pers Indonesia untuk menegakkan: Kode "Etik - Jurnalistik- . dan . -

profesionalisme media. Dewan Pers mendorong pers Indonesm untuk terus’ mclakukan

pehputan terhadap isu-isu yang menyangkut kepentingan™ pubhk termasuk “dalam -
konteks ini isu saham IPO PT. Krakatau Steel dengan tetap berpegang kepada Kode Etlk -

_ Jurnalistik.

| Jakarta, 1 Desembef 2010
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SURAT KETERANGAN
Nomor :47¢/DP/K/9/2013

L Yang bertanda tangan di bawah ini:
' Nama : Yosep Adi Prasetyo

Jabatan : Anggota Dewan Pers (Ketua Komisi Hukum Dewan Pers)

Menerangkan bahwa :

Nama - : Meifry N Nugraha
NIM : 2009-41-045
Program : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas  : Esa Unggul

Sesuai dengan surat pengantar dari Wakil Dekan FH Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Nomor: 163/Ext-Wadek/FH-UEU/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang permohonan
wawancara/mencari data/ meminta putusan untuk keperluan skripsi. Yang bersangkutan benar
telah melakukan wawancara dengan Sdr. Sabam Leo Batubara (Pokja Pengaduan Dewan Pers) di
Dewan Pers. Penulisan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Strata Satu,
dengan judul:

“Peranan Dewan Pers Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberitaan Pers Dalam
Mediasi dan Pengadilan”

Demikian, atas perhatian saudara kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 4 September.2013
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TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN BAPAK SABAM LEO BATUBARA DI
DEWAN PERS PADA TANGGAL 2 AGUSTUS 2013

1. Sejauh manakah Dewan Pers sebagai lembaga luar pengadilan berperan dalam
menyelesaikan sengketa pemberitaan pers?

Jawaban: Karena itu memang amanat dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers. Baca Pasal 15 ayat (2) UU Pers bahwa Dewan Pers menetapkan dan
mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan Dewan Pers memberikan
pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus
yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Jadi, legalitasnya jika sengketa pemberitaan pers dimana ada pasal dalam Kode Etik
Jurnalistik yang dilanggar, maka Dewan Pers berwenang menyelesaikannya. Namun, jika
yang dilanggar bukanlah pasal dalam Kode Etik Jurnalistik melainkan pasal Pidana,
Perdata atau bidang hokum lainnya, maka Dewan Pers tidak punya kewenangan turut
campur dalam penyelesaiannya.

2. Apa yang dimaksud dengan sengketa pers? Serta apa saja jenis sengketa pers yang ada?
Jawaban: Sengketa pers itu ialah kalau ada yang diberitakan dalam pemberitaan pers
dianggap menzalimi pengadu. Misalnya X mengganggap ada pemberitaan yang
mencederainya, maka sengketa pers terjadi. Di jaman orde baru jika terjadi sengketa pers,
wartawan yang bersangkutan dilaporkan ke Menteri Penerangan dan dipenjarakan atau
perusahaan persnya di bredel. Contohnya adalah Mochtar Lubis yang pernah dipenjara
selama 9 tahun. Namun, pada saat ini dengan UU Pers sengketa pers telah dipertajam
seiring dengan adanya MoU (Memorandum of Understanding) antara Dewan Pers dengan
Polri. Disitu dikatakan bahwa sengketa pers jika dilaporkan ke Polisi, maka polisi harus
ményerahkannya terlebih dahulu ke Dewan Pers. Karena dewan Pers lah yang diberikan
kewenangan oleh UU. Jadi, jika sengketa pers itu terkait dengan karya jurnalistik maka
kewenangan Dewan Pers menyelesaikannya. Tetapi jika sengketa tersebut tidak terkait
dengan UU Pers, misalnya ada berita yang cabul/memeras atau tindak pidana lain, maka
sengketa tersebut bukanlah Dewan Pers lagi yang berwenang menyelesaikannya, tetapi

aparat penegak hokum.



3. Apa saja kendala-kendala yang mungkin dihadapi Dewan Pers dalam menyelesaikan

sengketa pemberitaan pers?
Jawaban: Kendala yang pertama, adalah jika media yang diadukan tidak mengerti apa
itu UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan KUHP. Karena media kita di Indonesia itu ada
yang sudah professional ada juga yang “abal-abal’ yang terbit bukan untuk mencerdaskan
bangsa, melainkan terbit untuk membela yang bayar. Kendala yang kedua, dari
masyarakatnya bahwa kebanyakan belum mengerti bahwa Dewan Pers telah mengalami
perubahan dari jaman Orde Baru ke Demokrasi saat ini. Itu bisa mempersulit
penyelesaian sengketa pers. Kendala ketiga, aparat penegak hokum seperti polisi, jaksa,
hakim masih terpengaruh dengan paradigma lama yaitu jika ada wartawan yang bersalah
harus selalu dihukum penjara. Padahal saat ini sudah tidak seperti itu lagi,

4. Apakah cara menyelesaikan setiap kasus sengketa pemberitaan per situ sama atau ada
kasus-kasus tertentu yang membutuhkan cara berbeda untuk menyelesaikannya?
Jawaban: Jelas tidak sama. Kalau perkara pers itu perkara Kode Etik, maka alat ukurnya
adalah 11 Pasal Kode Etik Jurnalistik kita cocokkan dengan berita. Lalu jika perkara per
situ berkaitan dengan UU Pers maka Pasal yang dipakai ialah Pasal 18. Sedangkan jika
perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana, maka terdapat kira-kira 47 pasal yang
bisa dipakai dalam penyelesaiannya. Begitu juga dengan perkara-perkara yang berkaitan
dengan UU lainnya.

5. Sudah efektifkah peranan Dewan Pers selama ini dalam menyelesaikan sengketa
pemberitaan pers?

Jawaban: Sudah, khususnya bagi media yang kami akui media tersebut sebagai
professional. Karena wartawan yang bekerja di perusahaan pers yang professional sudah
mengerti tentang KEJ, UU Pers dan UU lainnya. Tetapi sebagian media Koran ada 1350,
radio ada 2000an, media televise ada 500an. Diantara sebegitu banyaknya terbagi dua
menjadi media yang berkualitas dan professional dan media yang abal-abal. Bagi media
yang abal-abal maka kurang efektif karena mereka sendiri tidak melaksanakan fungsi

pers yang semestinya, sehingga penyelesaian oleh Dewan Pers terkadang sia-sia.




Wawancara terkait dengan penyelesaian kasus sengketa pemberitaan pers
Sarahwati Soebrata dengan Tabloid Femme dan juga kasus Reinhard M.

Nainggolan.

Kasus Sarahwati Subrata dengan Tabloid Femme

Bagaimana kronologis kasus Sarahwati dengan Tabloid Femme tersebut?

Jawaban: pada edisi No. 19 Tahun IV, tanggal 13 Desember 2012 Tabloid Femme
memuat di halaman 22 dan 23: “sisca Dewi, Artis, dilamar adik kandung Harta Rajasa
yang beristeri, “Sisca: “istrinya memaki, meneror dan ancam membunuh saya.....”.

dalam berita itu dibeberkan bahwa, Sisca Dewi, seorang artis yang berstatus janda
menjadi sumber utama tabloid Femme. Sisca dewi bercerita bahwa ia dilamar oleh adik
Hatta Rajasa yaitu Iskandar. Iskandar sendiri ialah Ketua Partai PAN di Sumatera
Selatan. Sisca Dewi mengungkapkan bahwa istrinya Iskandar mengamuk dan bersikap
kasar begitu mendengar pemberitaan tersebut dan Sisca Dewi dimaki-maki, diteror, dan

diancam akan dibunuh oleh istriya Iskandar. Sisca Dewi mengirimkan gambar Iskandar

dengan Istrinya (Linda) kepada Tabloid Femme yang kemudian di muat oleh Femme.

Atas dasar apa Sarahwati Subrata mengadukan kasus ini ke Dewan Pers?
Jawaban: setelah diketahui, ternyata foto perempuan yang bersama Iskandar itu
bukanlah istrinya (Linda), melainkan Sarahwati Subrata yang secara kebetulan memang

saudari dari Linda Istrinya Iskandar.

Lalu bagaimana penyelesaian kasus tersebut baik itu di Dewan Pers dan juga dijalur

hukum?

Jawaban: kasus Sarahwati Subrata ini terbagi menjadi dua konflik. Konflik yang
pertama ialah Sarahwati Subrata mengadukan Tabloid Femme terkait pemberitaannya
pada edisi No. 10, Tahun IV, tanggal 13 Desember 2012, konflik yang kedua ialah
Sarahwati Subrata mengadukan sumber informasi yaitu Sisca Dewi ke jalur hokum
karena merasa nama baiknya tercemar oleh pemberitaan tersebut. Dalam konflik pertama,

perkara di Dewan Pers ditemukan bahwa pemberitaan Sisca Dewi dalam Tabloid Femme



tersebut melanggar 2 pasal Kode Etik Jurnalistik, yang pertama adalah berita tersebut
tidak berimbang karena tidak ada konfirmasi atau wawancara langsung dengan
narasumber yang di zalimi, dan yang kedua merupakan pelanggaran utama dimana
melalui foto yang dimuat oleh tabloid Femme tersebut telah menghakimi. Oleh karena
itu, Dewan Pers memanggil kedua belah pihak dari Sarahwati beserta pengacaranya dan
juga Tabloid Femme beserta pengacaranya. Ada dua pilihan yang ditawarkan oleh Dewan
Pers kala itu, kedua belah pihak sepakat atau tidak atas temuan Dewan Pers tentang
adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terkait pemberitaan tersebut, jika para pihak
setuju maka akan keluar Risalah Penyelesaian Perkara yang ditandatangani kedua belah
pihak dan perkara selesai. Namun, jika para pihak tidak sepakat atas temuan tersebut
maka kasus ini akan dilanjutkan ke Rapat Pleno Dewan Pers yang terdiri dari 9 orang
anggota Dewan Pers yang nanti akan mengeluarkan pernyataan penilaian dan
rekomendasi tentang ada tidaknya pelanggaran pada kasus tersebut. Tetapi pada saat itu
ada kesepakatan bahwa pihak tabloid Femme mengakui bahwa ada kesalahan prosedur
yaitu kurang konfirmasi dengan istrinya Iskandar (Linda) terkait foto tersebut, walaupun
pihak Femme juga mengatakan bahwa “itu (foto) bukanlah kesalahan kami sepenuhnya,
walaupun kami tetap bertanggung jawab atas foto tersebut, tetapi Sisca lah yang
memberikan foto yang salah kepada kami.” Oleh karena itu, Dewan Pers mengeluarkan
“Hasil Penyelesaian Pengaduan Kode Etik Jurnalistik Atas Pengaduan Sarahwati Subrata

tehadap artikel Tabloid Femme.”

Setelah mengacu pengaduan Sarahwati Subrata pada tanggal 3 November 2012, maka
pada tanggal 30 Januari 2013 kedua belah pihak dipertemukan untuk berdialog mengenai
ada tidaknya pelanggaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan
Pers menilai foto berita tabloid Femme tidak akurat, tidak uji informasi dan menghakimi.
Kesalahan pemuatan foto ini melanggar pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Baik

pengadu dan teradu menerima penilaian Dewan Pers yang berisi:

1. Dewan Pers merekomendasikan agar Tabloid Femme kembali memuat Hak
Jawab disertai foto pengadu dan permintaan maaf kepada pengadu dan pembaca.

Selain itu, berdasar Pasal 9 Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers tahun 2008,



perusahaan pers wajib memuat Hasil Penyelesaian Pengaduan Kode Etik
Jurnalistik ini.

2. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan
tidak membawa ke jalur hokum, kecuali kesepakatan di atas tidak dipenuhi.
Kemudian tabloid femme memuat ralat pada edisi 12 tahun IV dan Hak Jawab Sarahwati

Subrata pada edisi 14 tahun IV sebagai bentuk itikad baik.

Konflik kedua, Sarahwati mengadukan sumber informasi yaitu Sisca Dewi ke jalur
hokum. Dewan Pers menerima panggilan dari Polda Metro Jaya untuk diminta bantuan
sebagai saksi ahli pada hari Senin, 15 April 2013 jam 10.00 WIB di Unit III Subdit
Renakta Dit Reskrimum Polda Metro Jaya oleh Kompol Evi Pagari, SH/Aiptu Rindarto,
terkait perkara Sarahwati yang mengadukan Sisca Dewi ke jalur hokum. Kemudian
datang pula surat dari LKBPH PWI Jaya yang ditunjuk oleh Sisca sebagai pengacaranya,
yang meminta pendapat Dewan Pers mengenai diadukannya Sisca Dewi ke Poida Metro
Jaya oleh Sarahwati Subrata atas dugaan adanya pencemara nama baik padahal
sebelumnya perkara tersebut sudah selesai di Dewan Pers. Oleh karena itu, Pak Bagir
Manan selaku Ketua Dewan Pers menanggapi surat dari LKBPH PWI jaya tersebut

dengan 2 jawaban yang berbunyi:

1. Perkara pers antara Sarahwati Subrata selaku pengadu dan Tabloid Femme selaku
teradu secara etik telah selesai dengan ditandatangani Hasil Penyelesaian
Pengaduan Jurnalsitik tanggal 30 janurai 2013, oleh Sarahwati Subrata selaku
pengadu, Dessi Aipipidely, pemimpin redaksi Femme, mewakili teradu dan Agus
Sudibyo, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers,
mewakili Dewan Pers. Tabloid Femme telah memuat hak jawab pengadu pada
edisi 15, thn IV, tanggal 21 Februari 2013.

2. Perkara hokum antara Saragwati Subrata dan Sisca Dewi yang kini sedang

berproses, di luar kompetensi Dewan Pers.

Bahwa kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik antara Sarahwati dan Tabloid Femme
sudah selesai di Dewan Pers, namun jika ada dugaan pencemaran nama baik yang

dilakukan oleh Sisca Dewi yang menjadi sumber informasi tabloid Femme, itu



merupakan wewenang aparat penegak hokum dan Dewan Pers sudah tidak berkompetensi
lagi untuk menyelesaikannya. Namun, ahli memberikan pendapat bahwa kasus ini pantas
saja dilanjutkan ke ranah hokum karena memang Sisca Dewi diduga kuat melakukan
pencemaran nama baik karena memberikan informasi yang tidak akurat berupa foto yang

salah sehingga nama baik Sarahwati tercemar.

Kasus Reinhard M. Nainggolan

Bagaimana kronologis kasus Reinhard M. Nainggolan tersebut?

Jawaban: Dewan Pers menerima pengaduan dari Henny Lestari mengenai adanya
dugaan 4 wartawan media cetak masing-masing dari Kompas, Detik, Tempo dan Seputar
Indonesia yang meminta hak istimewa agar bisa membeli saham perdana PT. Karakatau
Steel. Henny lestari merupakan konsultan IPO PT. Krakatau Steel dimana perusahaan
tersebut baru hendak Go Public. Karena pengaduan telah masuk, maka Dewan Pers
menerima dan meninndaklanjuti pengaduan tersebut. Salah satu wartawan tersebut
Reinhard M. Nainggolan berasal dari Kompas, menempuh tiga jalur hokum karena
merasa tidak puas dengan temuan-temuan dan keputusan Dewan Pers terkait pengaduan
tersebut. Ada tiga jalur hokum yang ditempuh oleh Reinhard dalam rangka mengadukan
Dewan Pers atas keputusannya itu, diantaranya menggugat Dewan Pers ke Pengadilan
Tata Usaha Negara, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan mengadukan kembali ke
Pengadilan Hubungan Industrial karena keputusan Dewan Pers dan pemberhentian ia dari

kompas tidak sah menurutnya.

Bagaimana proses penyelesaiannya?

Jawaban: Jalur hokum yang pertama yaitu Reinhard menggugat Dewan Pers ke

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Februari 2011 di bawah register nomor
30/G/2011/PTUN-JKT. Reinhard menitikberatkan gugatannya agar PTUN bisa

mencabut keputusan Dewan Pers tentang adanya dugaan 4 wartawan yang meminta

saham perdana PT. Krakatau Steel tanggal 1 desember 2010. Namun, usaha Reinhard



yang pertama ini gagal dengan tidak diterimanya gugatan tersebut oleh Ketua PTUN

dikarenakan beberapa pertimbangan yang dapat anda baca di berkas gugatannya.

Usaha Reinhard M. Nainggolan menempuh jalur hokum yang kedua ialah menggugat
Dewan Pers ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usaha Reinhard kali ini kembali gagal
karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima gugatan Reinhard untuk

Dewan Pers terkait keputusannya.

Lalu jalur hokum ketiga adalah mengadukan PT. Kompas Media Nusantara ke
Pengadilan Hubungan Industrial, saya diminta menjadi saksi ahli atau saksi fakta dalam
persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta antara PT. Kompas dan
Reinhard M. Nainggolan.

Untuk itu saya membuat landasan penilain yang pada intinya terdapat 4 konflik dalam

kasus Reinhard M. Nainggolan tersebut.

1. Konflik prosedur pengaduan
2. Tuduhan terjadinya pemerasan
3. Konflik pemberitaan/karya jurnalistik

4. Persoalan dugaan adanya usaha minta beli saham perdana ISO PT.
Krakatau Steel.

Masing-masing poin sudah saya jelaskan dalam lembar landasan penilaian yang saya

buat, jadi anda bisa analisa dari landasan itu.

Namun pada akhirnya Pengadilan Hubungan Iﬁdustn'al juga tidak melanjutkan gugatan
Reinhard M. Nainggolan. Sedangkan mengenai dikeluarkannya Reinhard dari Kompas
saya menanggapi bahwa dikeluarkannya Reinhard dari Kompas, merupaka suatu
keputusan yang tepat karena Kompas menjadi besar seperti sekarang karena
kredibilitasnya, jadi alangkah sayangnya jika Kompas mempertahankan wartawannya

yang tidak menaati Kode Etik Jurnalistik.




